N
S5

=
=S

==

[

0

[\
S\

>

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2022 - 2026

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN TOBA




DAFTAR ISI

DAFTAR ISL....ccciiiiiiiiuiiriecieieciesrcacessacersscescescssessscesssssssases
BAB I. PENDAHULUAN ...cccoittitiettiarececcacercacecssceccacsscncsaceces
1.1.  Latar Belakang.......cccoouviiiiiiiiiiiiiiniiiee e
1.2.  Landasan Hukum ............cooiiiiiiiiiin,
1.3.  Maksud dan TUjuan .......cccceeeuviniiniiiiniiiiiiieicieeeene,
1.3.1. MaKSUA c.vniiiiiiiiiiiiiee e
1.3.2. TUJUAN .iviiiiiiiiiiiiii i
1.4. Sistematika Penulisan.........ccccoooveiiiiiiiniiiiiiinnnni e,
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN RUANG ....cccoceinvinrnrcncnnnnnns

2.1.  Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang........................
2.1.1. Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang........c.cocoiiiiiiiiiiiiiiie
2.1.2. Struktur OrganisSasi ........ceeeveviieiiiiiiiiiiiiiiiieneeeenee
2.2. Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang.................coonnn,
2.2.1. Sumber Daya Manusia......ccccceeuveuiiiiniiiiiiiiiiiieenennes
2.2.2. Sarana dan Prasarana...........c.cceceeeveiiiiiiiiiiiiininiiiininenn.
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang..........ccooeeveviiiiiiiiiiiniinniineeen,
2.4. Tantangan dan Peluang ..........c.ccoooeviiiiiiiiiiiiiiiiinininn.,
2.4.1. Tantangam ........ccoeveviuiiiiiiiiiiiiiiiii
2.4.2. PelUuang ....ccoouviuiiniiiiiiiii e

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG....cccoctttttturntirirretacnresececasecnccnnes
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas
dan Fungsi Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang.........c..ccocoeeiiiiiiiiiiiiiiiinnnenn,
3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ..........cccoveviiiiiiiinin.
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra.........c.cccceveveneinii.
3.3.1. Telaahan Renstra pada Kementerian PUPERA ..............

3.3.2. Telaahan Renstra pada Dinas Bina Marga dan Bina
Konstruksi dan Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata

Ruang Propinsi Sumatera Utara........c.ccocevevivininininnnnn.
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategi (KLHS).........ccocoeiiiiiininnt.
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis .........ccccooviiiiiiiii

16

16

16
28

31
31
33

46
51

51
52

54

54
60
63
65
67

68
68



BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN ...cccctititieinrncnreriecececeseeennes

4.1, VISI-MIST iviiiiiiic
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ............c.ccoeceeiiiinni.
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....ccccovvururnrnnnees
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN ..ccoittererurereececarecarsssacacassssacanans
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG
URUSAN ...citiititittetettittetecerttissasecassssasssasesssssans
BAB VIII. PENUTUP ....ccccceitiininrnrnincncaceiesenenecececesesasecscacans

il

70
70

75

82

87



BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Untuk menjalankan tugas dan fungsi pemerintah dan setiap
Perangkat Daerah (PD) dalam kegiatan pembangunan, diperlukan
perencanaan yang terarah dan terintegrasi mulai dari perencanaan
jangka panjang hingga jangka pendek. Perencanaan yang terarah
tersebut merupakan kunci dari implementasi kegiatan
pembangunan yang sinergis dan tidak tumpang tindih. Dalam
konteks ini, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional memberikan
landasan bagi integrasi berbagai bentuk perencanaan dari pusat
(Nasional) hingga daerah. Pada level pemerintah daerah,
sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tiap Provinsi
maupun Kabupaten/Kota harus menyusun perencanaan
pembangunan sebagai arah penyelenggaraan pembangunan
daerah pada periode waktu tertentu.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,
perencanaan pembangunan didefinisikan sebagai suatu proses
penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan para
pemangku kepentingan (stake-holder) guna pemanfaatan dan
pengalokasian sumber daya untuk mencapai peningkatan
kesejahteraan sosial. Lebih lanjut dalam Peraturan tersebut
diamanatkan  bahwa  perencanaan pembangunan  harus
dirumuskan secara transparan, responsif, efektif, efisien,
akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, perumusan program kegiatan dalam



perencanaan pembangunan harus memiliki indikator kinerja yang
jelas dan dilandasi dengan argumen serta analisis yang kuat.
Sebagai perwujudan amanat tersebut, Pemerintah
Kabupaten Toba telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Toba 2006-2026. Dalam
RPJPD tersebut, visi jangka menengah Kabupaten Toba adalah
Mewujudkan Kabupaten Toba yang Makmur, Adil, Damai,
Unggul, Mandiri dan Asri. Sehubungan dengan dilantiknya Ir.
Poltak Sitorus, M.Sc sebagai Bupati Toba dan Tonny M.
Simanjuntak, SE sebagai Wakil Bupati Toba untuk masa jabatan
2021-2026, telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Toba yang disahkan
melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021. Visi jangka
menengah Kabupaten Toba sebagaimana yang tertuang dalam
PRPJMD Kabupaten Toba 2021-2026 adalah “Terwujudnya
Kabupaten Toba Unggul dan Bersinar”.
Visi tersebut dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) misi yang di
dalamnya memuat indikator kinerja dan target pencapaian.
Adapun garis besar misi yang terkandung didalamnya
adalah :
Misi pertama : Infrastruktur yang Bagus dan Merata.
Misi kedua : Membangun Sumber Daya Manusia (SDM)
yang Unggul dan Andal.
Misi ketiga : Membangun  Pertanian dan  Peternakan

Makmur dan Sejahtera.

Misi keempat : Kesehatan yang Prima dan Terjangkau.

Misi kelima : Pariwisata Berkat dan Meriah.

Misi ke enam : Membangun Iman yang terpelihara.

Misi ke tujuh : Menciptakan  Stabilitas Keamanan dan
Ketertiban



RPJMD Kabupaten Toba 2021-2026 merupakan pedoman
dan acuan bagi penyusunan Rencana Strategis PD (Renstra PD),
termasuk penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang Kabupaten Toba 2021-2026. Sebagaimana
diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal
7, disebutkan bahwa Renstra-PD memuat visi, misi, tujuan,
strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang
disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat
Daerah (PD) serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat
indikatif. Lebih lanjut, Renstra-PD merupakan dokumen
perencanaan PD terkait sebagai pedoman dan arah pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi selama 5 tahun ke depan.

Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata
Ruang telah berpedoman pada RPJMD Kabupaten Toba 2021-
2026, mengacu pada RPJPD Kabupaten Toba Samosir 2006-2026,
serta memperhatikan hasil evaluasi Renstra pada periode
sebelumnya. Selain itu, penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan
Umum dan Tata Ruang telah dilaksanakan dengan berdasar
kepada kondisi dan potensi yang dimiliki Kabupaten Toba serta
dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan daerah dan
nasional. Proses penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan
Tata Ruang (Renstra Dinas PUPR) Kabupaten Toba dilakukan
melalui pendekatan berikut:

1. Pendekatan Politik, sehingga program dan kegiatan
yang disusun dalam rencana strategis merupakan
penjabaran agenda pembangunan yang ditawarkan
Kepala Daerah saat kampanye dan telah dituangkan
melalui RPJMD.

2. Pendekatan Teknokratik, yaitu menggunakan metode
dan kerangka berfikir ilmiah, yaitu mengadopsi metode

kerangka kerja logis (logical framework analysis) untuk



Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Toba

menjaga konsistensi pencapaian tujuan dan sasaran
melalui program dan kegiatan.

3. Pendekatan Partisipatif, melalui pelibatan para
pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan
dengan focus group discussion untuk mendapatkan
aspirasi dan memperkuat rasa “memiliki” rencana
pembangunan.

4. Pendekatan Atas-Bawah (top-down) dan Bawah-Atas
(bottom-up), yang merupakan representasi dari adanya
jenjang birokrasi pemerintahan. Hasil proses top-down
dan bottom-up tersebut diselaraskan melalui musyawarah
rencana pembangunan.

Proses penyusunan Renstra PUPR Kabupaten Toba diawali
dengan pemahaman awal posisi Kabupaten Toba, terutama pada
bidang ke-PUan. Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan
Tata Ruang Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 melalui berbagai
tahapan analisis sektoral dan penjaringan aspirasi stakeholder
(termasuk masyarakat), yang secara rinci dideskripsikan pada

skema berikut :

PENYUSUNAN RANCANGAN RENSTRA PD

PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR PENETAPAN

i




Berdasarkan tahapan tersebut, maka penyusunan Renstra
Dinas PUPR Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 diharapkan dapat
memenuhi fungsi sebagai berikut :

1. RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra
PD. Renstra PD merupakan penjabaran teknis RPJMD
yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis
operasional dalam menentukan arah kebijakan serta
indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang
dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu
S (lima) tahun, yang disusun oleh setiap PD.

2. Renstra Dinas PUPR Kabupaten Toba Tahun 2021-2026
merupakan media untuk mengimplementasikan Visi
dan Misi Kabupaten Toba di bidang kePUan sekaligus
instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja
Kepala Daerah di bidang kePUan selama S (lima) tahun.

3. Renstra Dinas PUPR Kabupaten Toba Tahun 2021-2026
merupakan pedoman pembangunan di bidang kePUan
selama 5 (lima) tahun.

4. Renstra Dinas PUPR Kabupaten Toba Tahun 2021-2026
berfungsi sebagai pedoman dan acuan penjabaran
dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

5. Renstra Dinas PUPR Kabupaten Toba Tahun 2021-2026
merupakan instrumen pengendalian pembangunan di

bidang kePUan.

1.2. Landasan Hukum
Dalam penyusunan RENSTRA ini peraturan perundang-
undangan yang digunakan sebagai landasan, antara lain adalah:
a. Undang-undang
I. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004



Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba
Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing
Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 122, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1655);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4286);



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang



14.

15.

16.

17.

18.

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26
Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang
Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5941);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun



19.

20.

21.

22.

23.

2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817).

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Tata Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 1312;



24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan
dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 459);

Permendagri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan
Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia tahun 2018 nomor 461);
Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keungan Daerah;
Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708
Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi
Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keungan Daerah;
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-

2025;

10



1.3.

32. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2019-2023;

33. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 6
Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Kabupaten Toba Samosir Tahun 2006-2026
(Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor
Tahun 2006 Nomor Seri E Nomor 3)

34. Peraturan Bupati Toba Nomor 61 Tahun 2021 tentang
Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan
Kabupaten Toba Tahun 2021-2026.

35. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 3 tahun
2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Tahun 2021 - 2026

Maksud dan Tujuan
1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat
Daerah, Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat
Daerah sekaligus merupakan pedoman Dinas PUPR
Kabupaten Toba dalam penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) yang mengakomodir aspirasi
masyarakat melalui forum musyawarah perencanaan
pembangunan daerah secara berjenjang mulai dari tingkat
desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten, oleh karena itu
isi dan substansinya mencakup indikasi rencana program
dan kegiatan secara lintas sumber pembiayaan, baik APBN,
APBD Propinsi, APBD Kabupaten/Kota dan masyarakat.

Berdasarkan Pertimbangan ini, maka RENSTRA

Dinas PUPR Kabupaten Toba ini disusun dengan maksud :

11



1. Menyediakan suatu acuan resmi bagi Dinas PUPR
Kabupaten Toba dalam menentukan prioritas
program dan kegiatan tahunan yang akan
dibiayai dari APBN, APBD Propinsi, APBD
Kabupaten/Kota dan masyarakat.

2. Menyediakan suatu tolak ukur standar untuk
mengukur dan melakukan evaluasi kinerja
tahunan.

3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum
daerah sekarang dalam konstelasi Regional dan
Nasional sekaligus memahami arah dan tujuan
yang ingin di capai dalam rangka mewujudkan
visi dan misi daerah.

4. Memudahkan Dinas dalam mencapai tujuan
dengan cara menyusun program dan kegiatan
secara terpadu, terarah dan terukur dalam
memanfaatkan potensi yang ada.

5. Memudahkan Dinas untuk memahami dan
menilai arah kebijakan, program dan kegiatan
operasional tahunan dalam rentang waktu lima

tahunan.
1.3.2.Tujuan

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata
Ruang disusun berdasarkan asas demokrasi dengan prinsip-
prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan,
berwawasan lingkungan, serta kemandirian yang disusun
secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan
tanggap terhadap perubahan dengan tujuan untuk:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku

pembangunan,;

12



Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan
sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar
waktu, antar fungsi pemerintah;

Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan
pengawasan;

Mengantisipasi perubahan-perubahan dan

perkembangan zaman;

5. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan

6. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya

secara efisien, efektif, berkeadilan, dan

berkelanjutan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas PUPR Kabupaten Toba

Tahun 2021-2026 ini terbagi menjadi tujuh bab dengan rincian

sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN

Bab I berisi tentang :

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Latar Belakang
Landasan Hukum
Maksud dan Tujuan

Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN TATA RUANG

Bab II berisi tentang :

2.1.

2.2.

2.3.

Tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

Tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang;

Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang
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BAB III

BAB IV

BABV

2.4. Tantangan dan Peluang.

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGI DINAS

PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Bab III berisi tentang :

3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan
fungsi pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang;

3.2. Telaah visi, misi, dan program Bupati dan Wakil
Bupati Terpilih;

3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra;

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayan dan
Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS);

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.

TUJUAN DAN SASARAN

Bab IV berisi tentang :

4.1. Visi dan misi

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab V berisi tentang program dan kegiatan yang

diterjemahkan dari rumusan tujuan, sasaran, strategi,

dan kebijakan. Program dan kegiatan tersebut disertai
indikator-indikator kinerja, fokus prioritas, dan
pendanaan indikatif. Berdasarkan isu strategis yang
telah diidentifikasi sebelumnya, dapat disusun program
dan kegiatan prioritas yang kemudian disesuaikan
dengan tugas dan fungsi dari Dinas PUPR Kabupaten
Toba.

Z1
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BAB VI

BAB VII

BAB VIII

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN

Bab VI berisi tentang perumusan indikator kinerja PD
yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD untuk
melihat keterkaitan dan kontribusi Dinas PUPR
Kabupaten Toba terhadap pencapaian tujuan dan
sasaran Kabupaten Toba yang tertuang dalam RPJMD
2021-2026.

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada BAB ini dikemukakan indikator kinerja PD yang
secara langsung menunjukkan kinerja yang akan
dicapai PD dalam lima tahun mendatang.

PENUTUP

Bab VIII memuat kaidah pelaksanaan rencana strategis

Dinas PUPR Kabupaten Toba.
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BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN TATA RUANG

2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan
Umum dan Tata Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Toba,
yang merupakan bagian Pemerintah Kabupaten Toba yang
dibentuk dari penggabungan antara Dinas Pekerjaan Umum,
Bidang Tata Ruang (Dinas PRKP) berdasarkan Peraturan Bupati
Kabupaten Toba (PERBUP) Nomor 26 Tahun 2019 tanggal 22 Juli
2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Toba.
2.1.1 Tugas Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata
Ruang
Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Pekerjaan
Umum dan Tata Ruang Kabupaten Toba ditetapkan sesuai
dengan Peraturan Bupati Nomor 26 tahun 2019.
Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok :
“Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan
Umum dan Tata Ruang”
Dalam menjalankan tugas Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Toba mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan
umum di Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya
Air, Bidang Peralatan dan Pengujian dan Bidang
Tata Ruang serta Pembinaan Jasa Konstruksi;

b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pekerjaan
umum Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya
Air, Bidang Peralatan dan Pengujian dan Bidang

Tata Ruang serta Pembinaan Jasa Konstruksi;
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. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksa

naan tugas di bidang pengelolaan Bidang Bina

Marga, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Peralatan

dan Pengujian dan Bidang Tata Ruang serta

Pembinaan Jasa Konstruksi;

. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

. Tugas dan Fungsi Kepala Dinas PUPR

a.

memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan
tugas dan fungsi pekerjaan umum di Bidang
Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air, Bidang
Bina Konstruksi, Bidang Tata Ruang, dan

Bidang Peralatan dan Pengujian;

. melaksanakan pengendalian, pengawasan

dan pembinaan di bidang administrasi
kepegawaian, pengelolaan anggaran dan
pelaksanaan tugas dinas;

mengembangkan dan melaksanakan koordinasi,
kerjasama dan kemitraan dengan PD/UKPD,
instansi pemerintah, swasta dan/atau pihak
ketiga lainnya dalam rangka memperlancar
pelaksanaan tugas dan fungsi pekerjaan umum
di Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air,
Bidang Bina Konstruksi, Bidang Tata Ruang,

dan Bidang Peralatan dan Pengujian;

. menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan

pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas

bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai
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f.

dengan program kerja dan ketentuan yang
berlaku;

menilai hasil kerja bawahan secara
berjenjang untuk bahan mengembangkan
karier; dan  melaksanakan tugas lain yang

diberikan oleh Bupati.

B. Tugas dan Fungsi Sekretariat

(1)

(2)

(3)

Sekretariat merupakan unit kerja PUPR sebagai
unsur staf dalam pelaksanaan administrasi
dinas yang dipimpin oleh Sekretaris yang
berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas.

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksan

akan pelayanan teknis dan administrasi serta

koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi
dinas PUPR.

Untuk melaksanakan tugas pokok

sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a. menyusun rencana program dan Kkerja
sekretariat  sesuai dengan  lingkup
tugasnya,

b. menyelenggaran pengelolaan administrasi
umum, kepegawaian, keuangan, ketatausa
haan, kerumah tanggaan dinas,
perlengkapan, dokumentasi dan arsip
dinas PUPR,;

c. mengkoordinasikan pelaksanaan penyus

unan program dan kegiatan dinas PUPR,;
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d. pengkoordinasian penyusunan dan
penyampaian laporan dan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
dinas PUPR;

e. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan
tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai
sesuai dengan program Kkerja dan
ketentuan yang berlakuserta menilai hasil
kerja bawahan secara berjenjang untuk
bahan mengembangkan karier;

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan
oleh atasan sesuai tugas pokok dan
fungsinya;

g. menyampaikan laporan hasil evaluasi,
saran dan pertimbangan dibidang tugas

dan fungsinya kepada atasan;

C. Tugas dan Fungsi Bidang Bina Marga

(1)

(2)

Bidang Bina Marga merupakan unit kerja
Dinas PUPR sebagai unsur dalam pelaksanaan
penyusunan perencanaan, pemrograman, pelak
sanaan pembangunan dan preservasi jalan dan
jembatan, pengamanan pemanfaatan bagian-
bagian jalan, pengendalian mutu dan hasil
pelaksanaan pekerjaan, serta penyediaan dan
pengujian bahan dan  peralatan yang
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Dinas.

Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas pokok melaksanakan

kegiatan pelaksanaan pembangunan, pemeliha
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raan, pemanfaatan, dan pengamanan jalan dan

jembatan.

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang
Bina Marga mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. menyiapkan data informasi sebagai bahan

penyusunan pemrograman dan perenca
naan teknis pembangunan dan preservasi
jalan dan jembatan;

b. melaksanakan koordinasi pemrograman
dan perencanaan teknik jalan, konektivitas
sistem jaringan jalan dengan sistem moda
transportasi bersama instansi terkait;

c. menyelenggarakan sistem manajemen mutu
dan sistem manajemen keselamatan dan
kesehatan kerja (SMK3);

d. melaksanakan perencanaan teknik jalan,
jembatan dan pengujian;

e. melaksanakan pembangunan dan presser
vasi jalan dan jembatan;

f. melaksanakan evaluasi dan penetapan laik
fungsi, audit keselamatan jalan dan
jembatan serta leger jalan;

g. melaksanakan audit keselamatan jalan dan
jembatan, leger jalan serta pengamanan
pemanfaatan bagian-bagian jalan;

h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan
pengendalian pelaksanaan perencanaan
teknik, pembangunan dan preservasi jalan

dan jembatan, peralatan dan pengujian;
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i. menyusun inventarisasi jaringan jalan dan
jembatan;

j- melaksanakan pembagian tugas, arahan
dan pengawasan terhadap pelakasanaan
tugas bawahan;

k. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan
agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan
program kerja dan ketentuan yang berlaku
serta menilai hasil kerja bawahan untuk
bahan mengembangkan karier;

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan
atasan sesuai bidang tugasnya

m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas
kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan

petunjuk selanjutnya;

D. Tugas dan Fungsi Bidang Sumber Daya Air

a. Bidang Sumber Daya Air merupakan unit kerja
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagai unsur
dalam pelaksanaan pengembangan dan
pengelolaan sistem irigasi yang menjadi urusan
pemerintah daerah kabupaten dan menjaga
ketertiban penggunaan sumber daya air yang
dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedu
dukan di bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Dinas.

b. Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas melaksanakan kegiatan
pelaksa naan pengembangan dan pengelolaan

sistem irigasi.
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. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), Bidang Sumber Daya

Air mempunyai fungsi sebagai berikut :

1.

10.

menyusun pola pengelolaan sumber daya air
dan rencana pengelolaan sumber daya air
pada wilayah sungai;

menyusun program pengelolaan sumber
daya air dan rencana kegiatan pengelolaan
sumber daya air pada wilayah sungai;
melaksanakan pemantauan dan evaluasi dan
peningkatan penyelenggaraan/penerapan
pola pengelolaan sumber daya air dan
rencana kegiatan pengelolaan sumber daya
air;

menyusun studi kelayakan dan perencanaan
teknis/desain/pengembangan sumber daya
air;

menyelenggarakan sistem manajemen mutu
dan sistem manajemen keselamatan dan
kesehatan kerja (SMK3);

mengelola sumber daya air yang meliputi
konservasi sumber daya air, pendayagunaan
sumber daya air, dan pengendalian daya
rusak air pada wilayah sungai;

mengelola sistem hidrologi;

mengelola sistem informasi sumber daya air;
melakukan kegiatan penyediaan air tanah
yang layak dikonsumsi masyarakat;
melaksanakan konstruksi dan pemeliharaan

infrastruktur di bidang sumber daya air;
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

menyusun dan menyiapkan rekomendasi
teknis dalam pemberian ijin penggunaan
sumber daya air dan ijin pengusahaan
sumber daya air pada wilayah sungai;
menyelenggarakan pemantauan dan penga
wasan penggunaan sumber daya air;
melakukan koordinasi dengan instansi
terkait dan stakeholder terhadap pengelolaan
peman faatan sumber daya air;
melaksanakan pembagian tugas, arahan dan
pengawasan terhadap pelaksanaan tugas
bawahan;

mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan
agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan
program kerja dan ketentuan yang berlaku
serta menilai hasil kerja bawahan untuk
bahan mengemban gkan karier;
melaksanakan tugas kedinasan lain dari
atasan sesuai bidang tugasnya;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada
atasan sebagai bahan evaluasi dan petunjuk

selanjutnya.

E. Tugas dan Fungsi Bidang Bina Konstruksi

(1) Bidang Bina Konstruksi melaksanakan tugas

menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan di

bidang pembinaan jasa konstruksi yang

pelaksanaan tugas dipimpin oleh Kepala

Bidang yang berkedudukan di bawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
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(2)

(3)

Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas melaksanakan kegiatan
pelak sanaan pembinaan jasa konstruksi .
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat 2 (dua), Bidang Bina
Konstruksi mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. melaksanakan monitoring, evaluasi dan
pelaporan terkait pelaksanaan program dan
kegiatan dinas baik fisik dan nonfisik;

2. melaksanakan perencanaan dan pengawa
san teknis bidang ke-PU-an;

3. menyusun rencana umum dan mengem
bangkan jaringan jalan, fungsi dan status
jalan kabupaten;

4. mengelola sistem manajemen jalan/
jembatan;

5. menyusun prioritas penanganan jaringan
jalan dan jembatan;

6. melaksanakan justifikasi teknis;

7. melaksanakan pengawasan pemanfaatan
jalan;

8. mengkoordinasikan, sinkronisasi dan
konsultasi terkait pembinaan teknik dan
jasa konstruksi;

9. melaksanakan pembagian tugas, arahan
dan pengawasan terhadap pelaksanaan
tugas bawahan,;

10. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan
agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan

program kerja dan ketentuan yang berlaku
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serta menilai hasil kerja bawahan untuk
bahan mengembangkan karier;

11. melaksanakan tugas kedinasan lain dari
atasan sesuai bidang tugasnya.

12. melaporkan hasil pelaksanaan tugas
kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan

petunjuk selanjutnya.

F. Bidang Tata Ruang

a.

Bidang Tata Ruang merupakan unit kerja Dinas

PUPR sebagai unsur dalam Tata ruang yang

dipimpin oleh kepala Bidang yang

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimak

sud pada ayat (1), Bidang Tata Ruang

mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan
penegakan disiplin pada lingkup bidang Tata
ruang;

2. menyusun konsep kebijakan dan menyusun
perencanaan Tataruang provinsi berdasarkan
kebijakan nasional dengan memperhatikan
keserasian antar kabupaten,;

3. melaksanakan Norma, Standar, Pedoman
dan Kriteria (NSPK) sesuai mekanisme atau
prosedur dalam pengendalian pemanfaatan
ruang;

4. melaksanakan  pengaturan, pembinaan,
pembangunan, pengawasan, koordinasi dan
kerjasama dalam penyelenggaraan Tata

ruang dalam rangka keterpaduan program
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